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ABSTRAK :  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum, pembinaan keuangan badan layanan umum dilakukan oleh Menteri 
Keuangan dan untuk mewujudkan penyediaan aset yang efektif, efisien, transparan, 
dan bertanggung jawab pada badan layanan umum yang memiliki keterbatasan 
kemampuan keuangan di masa sekarang namun didukung adanya potensi kemampuan 
keuangan di masa mendatang, Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan badan 
layanan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan 
Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian melalui Fasilitato;. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN 
No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 
2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 
Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 
2020 No.98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu 
RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pemimpin BLU dapat bekerja sama dengan Fasilitator dalam pendanaan untuk 
penyediaan Aset BLU dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitator berdasarkan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Mekanisme pembelian 
melalui Fasilitator merupakan bentuk pendanaan dan penyediaan Aset BLU yang 
dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang kepada Penyedia melalui Fasilitator. 
Pembelian melalui Fasilitator disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan aset 
dari Penyedia kepada BLU bersangkutan dengan kewajiban pembayaran cicilan oleh 
BLU bersangkutan kepada Fasilitator. BLU yang dapat melaksanakan mekanisme 
merupakan BLU yang memenuhi kriteria saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi 
atau tidak memadai untuk pembelian Aset BLU, harus memenuhi kriteria berupa 
fasilitas teknis, fasilitas fisik, sistem perangkat keras, dan/ atau sistem perangkat lunak 
dan hanya untuk yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional layanan 
kepada masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan BLU. Penyediaan 
Aset BLU dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitator dilakukan dengan 
menerapkan pnns1p efektif, efisien, transparan, mempertimbangkan bersangkutan. 
Pemimpin BLU bertanggung jawab atas penyediaan Aset BLU yang dilakukan dengan 
mekanisme pembelian melalui Fasilitator dimulai dari proses perencanaan, kontrak, 
pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Maret 2022. 
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